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Abstract 

The practice of cash waqf in Indonesia has grown rapidly in recent decades as one of the Islamic financial 

instruments that is increasingly recognized and accepted by the Muslim community. The practice of cash waqf in 

Indonesia is supported by the fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) and comprehensively regulated in 

Law No. 41/2004 on Waqf. The government also plays an active role through the establishment of the Indonesian 

Waqf Board (BWI) as an independent institution authorized to promote and develop waqf, including cash waqf. 

This research aims to analyze the validity and suitability of cash waqf practices in Indonesia based on Islamic 

law. The research method used is qualitative analysis with a literature study approach. The results show that the 

practice of cash waqf in Indonesia can be qiyaskan (analogized) with other movable object waqf which is justified 

in Islamic law. 
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Abstrak 

Praktik wakaf uang di Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir sebagai salah satu 

instrumen keuangan syariah yang semakin diakui dan diterima oleh masyarakat Muslim. Praktik wakaf uang di 

Indonesia didukung oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan diatur secara komprehensif dalam Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pemerintah juga berperan aktif melalui pembentukan Badan Wakaf 

Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang berwenang untuk memajukan dan mengembangkan wakaf, 

termasuk wakaf uang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan dan kesesuaian praktik wakaf uang 

di Indonesia berdasarkan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan 

pendekatan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik wakaf uang di Indonesia dapat diqiyaskan 

(dianalogikan) dengan wakaf benda bergerak lainnya yang dibenarkan dalam hukum Islam. 

Kata Kunci: Wakaf Uang, Instrumen Keuangan Syariah, Hukum Islam. 

 

Pendahuluan 

Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam hukum Islam yang telah 

diterapkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks Indonesia, wakaf umumnya 

dikenal dalam bentuk tanah dan bangunan, yang sering kali dipergunakan untuk kepentingan 

sosial dan keagamaan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan 

masyarakat, konsep wakaf mulai mengalami transformasi, salah satunya adalah wakaf uang. 

https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i01.293
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Wakaf uang, atau cash waqf, mengacu pada penyerahan uang tunai oleh individu atau 

lembaga untuk tujuan amal yang berkelanjutan. Potensi wakaf uang di Indonesia sangat besar, 

dengan estimasi mencapai Rp120 triliun per tahun jika setiap Muslim berkontribusi secara 

rutin. 

Meskipun demikian, pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang masih terbilang 

rendah. Banyak yang beranggapan bahwa wakaf hanya berkaitan dengan harta tetap, seperti 

tanah dan bangunan, sehingga mengabaikan kemungkinan wakaf dalam bentuk uang. Hal ini 

menjadi kendala dalam sosialisasi dan implementasi wakaf uang di kalangan masyarakat. 

Untuk itu, analisis hukum Islam terhadap wakaf uang menjadi sangat penting untuk 

memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang legalitas dan manfaatnya dalam 

konteks syariah. 

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2002 telah menegaskan bahwa 

wakaf uang adalah sah dan diperbolehkan dalam Islam. Fatwa tersebut menyatakan bahwa 

wakaf uang dapat digunakan untuk berbagai keperluan yang sesuai dengan syariah, dan nilai 

pokok dari wakaf uang harus dijamin kelestariannya.. Dengan adanya dukungan dari undang-

undang dan regulasi terkait, seperti UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf uang 

memiliki landasan hukum yang kuat untuk berkembang di Indonesia. 

Dalam tulisan ini terdapat beberapa masalah yang kami telusuri yakni, konsep wakaf 

uang dalam hukum Islam beserta praktiknya dan analisis hukum islam terhadap wakaf uang 

sebagai instrumen keuangan syariah. Dengan judul ini, peneliti akan menganalisis lebih lanjut 

tentang kedudukan hukum wakaf uang dalam perspektif hukum Islam dan pengaplikasiannya 

di Indonesia serta memberikan wawasan mengenai bagaimana instrumen ini dapat 

dimanfaatkan secara optimal dalam konteks pembangunan ekonomi umat dan kesejahteraan 

sosial di Indonesia. 

 

Metode Penelitian 

Tulisan ini menggunakan metode hukum empiris, dengan pendekatan kualitatif dan 

pendekatan historis. Teknik pengambilan data yang penulis gunakan adalah melalui jurnal 

dan buku-buku, sehingga dalam tulisan ini menggunakan penelitian kualitatif. Disamping itu, 

juga menggunakan materi yang didapatkan melalui jurnal, artikel, skripsi dan juga buku. 

Dalam penelitian ini penulis berharap agar terciptanya pemahaman masyarakat terhadap 

wakaf berupa uang ataupun barang berdasarkan sudut pandang hukum islam. 

 

Hasil dan Pembahasan 

A. Konsep Wakaf Uang dalam Hukum Islam 

Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam hukum Islam yang bertujuan 

untuk memberikan manfaat sosial dan ekonomi kepada masyarakat. Secara etimologis, 

kata "wakaf" berasal dari bahasa Arab yang berarti "menahan" atau "menghentikan." 

Dalam konteks ini, wakaf diartikan sebagai penyerahan suatu harta untuk kepentingan 

umum atau sosial, yang tidak dapat dipindahkan kepemilikannya. Dalam perkembangan 

modern, wakaf uang (cash waqf) muncul sebagai inovasi yang memungkinkan individu 

untuk menyumbangkan uang tunai sebagai bentuk wakaf. Konsep ini diakui dalam 

Undang- Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Indonesia, yang memberikan 

landasan hukum bagi pelaksanaan wakaf uang.1 

Dasar hukum wakaf uang dalam Islam dapat ditemukan dalam berbagai sumber 

syariah, termasuk Al-Qur'an dan Hadis. Meskipun terdapat perbedaan pendapat di 

                                                           
1 Ahmad Riza Hidayat et al., “MANAJEMEN WAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 
DAN UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004,” Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf 4, no. 1 (April 
10, 2023): 14–26. 
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kalangan ulama mengenai keabsahan wakaf uang, banyak ulama kontemporer 

berpendapat bahwa wakaf uang diperbolehkan selama memenuhi syarat-syarat dasar 

wakaf, yaitu niat ikhlas dari pemberi (wakif) dan penggunaan dana untuk kepentingan 

sosial. Dalam hal ini, wakaf uang dianggap sebagai bentuk inovasi yang sesuai dengan 

prinsip-prinsip syariah, mengingat tujuan utamanya adalah untuk memberikan manfaat 

kepada masyarakat.2 

Wakaf uang memiliki beberapa perbedaan mendasar dibandingkan dengan jenis 

wakaf lainnya seperti wakaf tanah atau bangunan. Pertama, wakaf uang memberikan 

fleksibilitas yang lebih tinggi bagi individu untuk berkontribusi. Seseorang dapat 

mewakafkan jumlah kecil sesuai kemampuan finansialnya, tanpa harus memiliki aset 

tetap. Hal ini membuat wakaf uang lebih terjangkau oleh berbagai lapisan masyarakat. 

Kedua, dana wakaf uang dapat dikelola secara produktif melalui lembaga keuangan 

syariah. Dana hasil wakaf dapat diinvestasikan dalam berbagai proyek sosial dan ekonomi 

yang memberikan dampak positif bagi masyarakat, seperti membiayai pendidikan, 

kesehatan, atau program pemberdayaan ekonomi. Lantas, wakaf uang pun tidak hanya 

memberikan manfaat langsung, tetapi juga menciptakan sumber pendanaan berkelanjutan 

bagi program- program sosial masa depan. 

Dalam pelaksanaan wakaf uang, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar 

wakaf tersebut sah menurut hukum Islam.3 

1. Niat tulus dari pemberi wakaf (wakif) sangat penting. Wakif harus berniat untuk 

memberikan manfaat kepada masyarakat tanpa mengharapkan imbalan duniawi. Niat 

ini menjadi dasar utama setiap tindakan wakaf. 

2. Harta yang diwakafkan harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak (wakif dan 

nazir). Dana wakaf uang harus ditentukan jumlahnya dan tujuan penggunaannya 

dengan jelas. Hal ini untuk menghindari kekeliruan atau sengketa di kemudian hari 

terkait penggunaan dana. 

3. Pengelolaan dana wakaf harus dilakukan oleh nazir (pengelola wakaf) yang 

profesional dan dapat dipercaya. Nazir bertanggung jawab mengelola dana sesuai 

prinsip syariah dan memastikan dana digunakan sesuai tujuan yang ditetapkan wakif. 

Pemilihan nazir yang kompeten sangat penting untuk optimalisasi pengelolaan dana 

wakaf. 

Wakaf uang memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada perkembangan ekonomi 

dan sosial masyarakat. Salah satu manfaat utamanya adalah kemampuannya menyediakan 

sumber dana untuk proyek-proyek sosial yang bermanfaat luas, seperti membangun 

sekolah, rumah sakit, atau fasilitas umum lain yang meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Selain itu, wakaf uang juga dapat digunakan untuk program pemberdayaan 

ekonomi masyarakat. Dengan menyediakan modal untuk individu atau kelompok yang 

membutuhkan, wakaf uang dapat membantu meningkatkan taraf hidup dan mengurangi 

kemiskinan. Dana wakaf juga dapat digunakan untuk mendanai program pelatihan 

keterampilan, sehingga masyarakat memiliki kemampuan untuk mandiri secara ekonomi. 

Wakaf uang juga berdampak positif pada kesadaran sosial masyarakat. Berpartisipasi 

dalam berwakaf membuat orang merasa lebih terhubung dengan  komunitasnya dan 

bertanggung jawab atas kesejahteraan orang lain. Hal ini mendorong budaya saling 

                                                           
2 “Tinjauan Fiqh Muamalat Dan Hukum Nasional Tentang Wakaf Di Indonesia - Repository UIN K. 
H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,” accessed November 12, 2024, 
http://repository.uingusdur.ac.id/id/eprint/24. 
3 Syarif Hidayatullah, “WAKAF UANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA” 
(n.d.). 
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membantu dan berbagi di masyarakat. Meskipun wakaf uang menawarkan banyak manfaat, 

terdapat tantangan dalam implementasinya. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman 

masyarakat tentang konsep dan manfaat wakaf uang. Banyak orang masih menganggap 

bahwa berwakaf hanya dapat dilakukan oleh orang kaya atau mereka yang memiliki aset 

tetap. Oleh karena itu, edukasi tentang cara berwakaf dan manfaat jangka panjangnya perlu 

ditingkatkan agar lebih banyak orang mau berpartisipasi.4 

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana wakaf juga menjadi 

isu penting. Kasus-kasus penyalahgunaan dana wakaf di masa lalu telah menyebabkan 

keraguan di kalangan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pengelola wakaf. Oleh karena 

itu, dibutuhkan lembaga-lembaga pengelola wakaf yang kredibel dan profesional agar 

kepercayaan publik dapat dipulihkan Dengan demikian, konsep wakaf uang dalam hukum 

Islam tidak hanya akan memberikan wawasan tentang legalitasnya tetapi juga mendorong 

praktik-praktik terbaik dalam pengelolaannya demi kebaikan bersama serta memiliki 

potensi luar biasa untuk memberdayakan umat serta mendukung pembangunan sosial-

ekonomi di Indonesia dan negara-negara Muslim lainnya. 

 

B. Praktik Wakaf Uang Sebagai Instrumen Keuangan Syariah 

Proses wakaf uang dimulai dengan niat tulus dari pihak yang berwakaf (wakif) 

untuk menyumbangkan sebagian harta mereka demi kepentingan sosial. Wakif kemudian 

menyetorkan uang kepada pengelola wakaf (nazir) melalui lembaga keuangan syariah 

yang telah ditunjuk. Biasanya proses ini melibatkan pengisian formulir pernyataan 

kehendak wakif yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf (AIW). Setelah administrasi 

selesai, wakif akan menerima Sertifikat Wakaf Uang (SWU) sebagai bukti setoran. 

Nazir bertanggung jawab untuk mengelola dana wakaf secara profesional dan 

transparan. Nazir dapat menginvestasikan dana wakaf tersebut ke berbagai instrumen 

keuangan syariah, seperti deposito mudharabah atau investasi pada proyek-proyek sosial 

yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Hal ini memastikan bahwa dana 

wakaf tidak hanya tersimpan, tetapi juga dikelola dengan baik sehingga dapat memberikan 

manfaat jangka panjang.5 

Lembaga keuangan syariah memainkan peran penting dalam pengelolaan dana 

wakaf uang. Bank syariah, misalnya, dapat menerima dana wakaf melalui akad wadiah 

(titipan) dan mengelolanya dalam bentuk produk-produk investasi yang sesuai dengan 

prinsip syariah. Dana tersebut dapat disimpan dalam giro atau deposito mudharabah (bagi 

hasil) sehingga memungkinkan nazir (pengelola wakaf) mendapatkan bagi hasil dari 

investasi tersebut. Nazir harus memastikan bahwa semua investasi dilakukan pada sektor- 

sektor yang halal dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Salah satu contoh 

investasi yang umum dilakukan adalah memberikan modal usaha kepada pelaku usaha 

kecil dan menengah (UKM). Dengan cara ini, dana wakaf tidak hanya membantu individu 

tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. 

Dalam perkembangannya, wakaf uang terus mengalami kemajuan dan mendapatkan 

perhatian yang semakin serius, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim yang 

besar, seperti Indonesia, Malaysia, Mesir, dan Turki. Beberapa keunggulan yang dimiliki 

oleh wakaf uang dibandingkan dengan wakaf benda tidak bergerak, antara lain:6 

                                                           
4 Sudirman Hasan, “Wakaf uang dan implementasinya di Indonesia,” de Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah 2, no. 
2 (2010): 162–177. 
5 Diah Sulistyani et al., “PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF UANG DI INDONESIA,” JURNAL USM 
LAW REVIEW 3, no. 2 (December 11, 2020): 328–343. 
6 “Menakar Progresivitas Hukum Wakaf Dalam Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia | Al- Ahkam: Jurnal 
Ilmu Syari’ah Dan Hukum,” accessed November 12, 2024, https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-
ahkam/article/view/1470. 
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1. Fleksibilitas dan Kemudahan Pengelolaan: Wakaf uang jauh lebih fleksibel dan mudah 

dikelola dibandingkan dengan wakaf aset fisik seperti tanah dan bangunan. Dana wakaf 

uang dapat diinvestasikan dalam berbagai instrumen keuangan syariah, seperti sukuk, 

saham syariah, atau produk investasi Islam lainnya. Hasil pengelolaan dana wakaf uang 

ini dapat dimanfaatkan untuk membiayai berbagai program sosial, pendidikan, 

kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. 

2. Partisipasi yang Lebih Luas: Wakaf uang memungkinkan partisipasi masyarakat yang 

lebih luas. Tidak hanya orang-orang kaya yang dapat berwakaf, tetapi juga masyarakat 

dari berbagai latar belakang ekonomi dapat terlibat dalam praktik wakaf uang dengan 

jumlah yang terjangkau. Hal ini dapat meningkatkan jumlah pewakaf dan memperluas 

dampak sosial-ekonomi dari wakaf 

3. Dampak Ekonomi dan Sosial yang Signifikan: Dengan mengelola dana wakaf uang 

secara profesional dan produktif, hasil pengelolaannya dapat dimanfaatkan untuk 

membiayai berbagai program dan kegiatan yang memberikan dampak ekonomi dan 

sosial yang luas bagi masyarakat. Sebagai contoh, dana wakaf uang dapat digunakan 

untuk membangun infrastruktur, mendirikan lembaga pendidikan, menyediakan 

fasilitas kesehatan, atau melaksanakan kegiatan pemberdayaan ekonomi umat yang 

berkelanjutan. 

Dalam praktik pengelolaan wakaf uang di Indonesia, dana wakaf dikelola oleh 

lembaga keuangan syariah yang telah mendapat izin pemerintah sebagai Lembaga 

Pengelola Wakaf (LPW). LPW bertanggung jawab untuk menginvestasikan dana wakaf, 

menjaga pokok wakaf, dan menyalurkan hasil pengelolaan sesuai kehendak pewakaf. 

Salah satu contoh wakaf uang produktif di Indonesia adalah yang dikelola oleh 

Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dana wakaf yang terkumpul di BWI diinvestasikan pada 

instrumen keuangan syariah seperti pendirian rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur 

untuk memberikan manfaat berkelanjutan. Praktik serupa juga berkembang di negara lain, 

seperti Malaysia (dikelola MAIN dan Yayasan Wakaf Malaysia) dan Turki (dikelola 

Direktorat Jenderal Wakaf Kementerian Agama). 

Untuk mendukung praktik wakaf uang, beberapa negara telah membuat peraturan 

dan insentif yang mendorong partisipasi masyarakat. Di Indonesia, ada Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang mengatur tentang wakaf uang. Pemerintah 

juga memberikan insentif perpajakan bagi para pewakaf uang. Dengan potensi dan 

dampak positifnya, praktik wakaf uang terus berkembang dan mendapat perhatian serius 

dari pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat muslim secara global. Aturan 

yang jelas, edukasi publik yang masif, serta inovasi produk dan jasa wakaf uang akan 

semakin mendorong peran strategis wakaf uang sebagai instrumen keuangan syariah yang 

mampu memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan 

umat. 

Dapat disimpulkan, sinergitas antara pemangku kepentingan, seperti pemerintah, 

lembaga keuangan syariah, dan masyarakat, wakaf uang dapat menjadi instrumen yang 

efektif untuk mendorong inklusi keuangan, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan 

ekonomi umat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, sangatlah diharapkan agar praktik 

wakaf uang dapat semakin berkembang dan menjadi salah satu pilar penting dalam sistem 

keuangan syariah global di masa yang akan datang. 
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C. Analisis Hukum Islam Terhadap Wakaf Uang Sebagai Instrumen Keuangan 

Syariah 

Praktik wakaf uang (cash waqf) di Indonesia telah berkembang pesat dalam 

beberapa dekade terakhir. Wakaf uang merupakan salah satu instrumen keuangan syariah 

yang semakin diakui dan diterima oleh masyarakat Muslim di Indonesia. Dari sudut 

pandang hukum Islam, pengembangan wakaf uang di Indonesia memiliki landasan yang 

kuat dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Secara konseptual, wakaf uang 

merupakan bentuk pengembangan dari konsep wakaf yang telah ada sejak awal 

perkembangan Islam. Para ulama dalam kitab-kitab fikih klasik telah membahas 

kebolehan wakaf dalam bentuk uang (nuqud) selain benda tidak bergerak seperti tanah 

dan bangunan. Salah satu ulama terkemuka yang mendiskusikan hal ini adalah Al-Imam 

al-Zarkasyi pada abad ke-8 Hijriah.7 

Menurut pandangan hukum Islam, wakaf uang dapat diqiyaskan (dianalogikan) 

dengan wakaf benda bergerak lainnya, seperti hewan, tumbuhan, dan barang-barang 

berharga. Selama uang yang diwakafkan memenuhi syarat-syarat sah wakaf dan dikelola 

dengan baik, maka wakaf uang tersebut dapat dianggap sah dan dibenarkan secara syar'i. 

Adapun syarat-syarat sah wakaf uang dalam hukum Islam antara lain:8 

1. Pewakaf (orang yang mewakafkan harta) harus memenuhi syarat sebagai orang yang 

cakap hukum (mukallaf) dan memiliki hak kepemilikan atas harta yang akan 

diwakafkan. 

2. Pernyataan wakaf (ikrar wakaf) harus diungkapkan dengan jelas dan tegas, baik secara 

lisan maupun tertulis. 

3. Harta yang diwakafkan (mauquf) harus berupa harta yang memiliki nilai ekonomi 

(mutaqawwim) dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. 

4. Tujuan atau peruntukan wakaf (mauquf 'alaih) harus jelas dan sesuai dengan prinsip- 

prinsip syariah, seperti untuk kepentingan ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial, atau 

pemberdayaan ekonomi umat. 

5. Harus ada Nazhir (pengelola wakaf) yang amanah, profesional, dan bertanggung 

jawab dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf. 

Dalam konteks wakaf uang di Indonesia, ketentuan-ketentuan terkait telah diatur 

secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan 

peraturan turunannya. Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan wakaf 

uang dapat dilakukan secara produktif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan Fatwa Nomor 2 Tahun 

2002 tentang Wakaf Uang. Fatwa ini menegaskan kebolehan dan tata cara pelaksanaan 

wakaf uang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Upaya pengembangan wakaf uang di 

Indonesia juga didukung oleh peran aktif pemerintah melalui pembentukan Badan Wakaf 

Indonesia (BWI). BWI berperan sebagai lembaga independen yang berwenang untuk 

memajukan dan mengembangkan wakaf di Indonesia, termasuk wakaf uang. Tugas BWI 

mencakup pembinaan Nazhir, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, serta 

mendorong kesadaran masyarakat untuk berwakaf.9 

                                                           
7 Hendra Kholid, “KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM) 
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1429 H / 2008 M,” no. 41 (2004). 
8 “Hukum Dan Urgensi Wakaf Tunai Dalam Tinjauan Fikih | BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam,” 
accessed November 12, 2024, 
https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/article/view/132. 
9 “Studi Analisis Wakaf Uang Dalam Kompilasi Hukum Islam, Fatwa MUI, Dan UU No. 41 Tahun 2004, Dalam 
Mendorong Pemberdayaan Ekonomi Umat | MAQASID,” accessed November 12, 2024, https://journal.um-
surabaya.ac.id/Maqasid/article/view/1412. 
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Dalam praktiknya, wakaf uang di Indonesia telah berkembang cukup pesat dan 

memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Dana wakaf uang yang terkumpul 

di BWI dan lembaga-lembaga pengelola wakaf lainnya, diinvestasikan dalam berbagai 

instrumen keuangan syariah, seperti obligasi syariah, saham syariah, dan pembiayaan 

produktif. Hasil pengelolaan dana wakaf uang ini kemudian disalurkan untuk membiayai 

berbagai program sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi umat. 

Secara umum, praktik wakaf uang di Indonesia dapat dinilai telah sesuai dengan 

prinsip-prinsip hukum Islam. Keberadaan regulasi yang jelas, fatwa ulama yang 

mendukung, serta peran aktif pemerintah dan lembaga pengelola wakaf, telah menjamin 

bahwa wakaf uang di Indonesia dikelola dengan baik dan memberikan manfaat yang 

optimal bagi masyarakat. Namun demikian, tantangan dan kendala masih ditemui dalam 

pengembangan wakaf uang di Indonesia, seperti kurangnya pemahaman masyarakat, 

rendahnya kepercayaan terhadap lembaga pengelola, serta terbatasnya inovasi produk dan 

layanan wakaf uang. Berangkat dari tantangan-tantangan tersebut, maka perlu adanya 

upaya-upaya edukasi, sosialisasi, dan pengembangan ekosistem wakaf uang yang lebih 

komprehensif masih perlu dilakukan secara berkelanjutan. 

Dengan dukungan hukum yang kuat, peran aktif pemangku kepentingan, serta 

partisipasi masyarakat yang semakin luas, wakaf uang diharapkan dapat semakin 

berkembang dan menjadi salah satu pilar penting dalam sistem keuangan syariah di 

Indonesia. Kontribusi wakaf uang dalam mendorong inklusi keuangan, pengentasan 

kemiskinan, dan pemberdayaan ekonomi umat akan semakin nyata dan memberikan 

dampak positif yang berkelanjutan bagi kehidupan masyarakat. 

 

Kesimpulan 

Konsep wakaf uang dalam hukum Islam merupakan instrumen yang sangat potensial 

untuk pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat. Di Indonesia, wakaf uang telah 

mendapatkan landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan 

fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mendukung pelaksanaannya. Keunggulan utama dari 

wakaf uang terletak pada fleksibilitas dan kemudahan pengelolaannya, memungkinkan 

partisipasi masyarakat luas dengan kontribusi yang terjangkau, bahkan bagi mereka yang tidak 

memiliki aset tetap. Potensi besar wakaf uang untuk meningkatkan kualitas pendidikan, 

kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadikannya salah satu instrumen 

penting dalam sistem keuangan syariah. 

Di samping potensi besar dari wakaf sendiri, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi 

agar potensi tersebut dapat terealisasi secara optimal. Tantangan utama adalah kurangnya 

pemahaman masyarakat mengenai konsep wakaf uang, serta adanya keraguan terhadap 

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana wakaf. Berangkat dari tantangan tersebut, 

langkah pertama yang perlu diambil adalah meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada 

masyarakat mengenai manfaat dan cara berwakaf uang. 

Langkah selanjutnya adalah memperkuat kolaborasi antara pemerintah, lembaga 

keuangan syariah, dan lembaga pengelola wakaf dalam menciptakan ekosistem yang 

mendukung perkembangan wakaf uang. Pemerintah dapat memperkuat regulasi yang ada, 

memberikan insentif perpajakan, dan mendorong inovasi produk wakaf uang yang lebih 

menarik bagi masyarakat. Sementara itu, lembaga-lembaga pengelola wakaf perlu memastikan 

pengelolaan dana wakaf dilakukan secara profesional dan produktif, serta memberikan laporan 

yang transparan kepada publik. Dengan sinergi antara semua pemangku kepentingan, wakaf 

uang berpotensi menjadi pilar penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi umat di 

Indonesia dan negara-negara Muslim lainnya. 
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